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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Peran  

2.1.1 Pengertian Tentang Peran  

Mochtar Mas’oed mengemukakan bahwa “Peranan (role) adalah perilaku 

yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, 

baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang 

menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat itu”.
1
 Sedangkan 

menurut Soejono Soekanto “Peranan itu merupakan aspek yang dinamis dari suatu 

kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. 

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah kepentingan ilmu 

pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan oleh karena suatu yang tergantung 

dengan yang lainnya dan sebaliknya demikian, tidak ada kedudukan tanpa adanya 

peran. Pentingnya peran adalah bahwa hal itu mengatur kelakuan seseorang 

sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan 

diri dengan perilaku orang-orang sekitarnya. 

                                                             
1
 Mochtar Mas’oed, 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi, 

(Jakarta, LP3ES), halaman 186. 
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Menurut Soekanto mencakup sedikit tiga pengertian: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat 

seseorang dalam masyarakat.  

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial kemasyarakatan. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, 

penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan dapat diartikan sebagai 

perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.
2
 Peranan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian dari tugas utama 

yang harus dilaksanakan. Atau peranan dapat dikatakan juga seperangkat tingkah 

laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
3
 

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud 

sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau 

kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. 

Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari 

pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan. 

2.1.2 Ciri-ciri Peran  

                                                             
2 Veitzhal Rivai, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan,( Jakarta: 

Pt. Raja Grafindo Persada), halaman 148 
3
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta Balai Pustaka,), halaman 667 
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur 

masyarakat.
4
 

2.2 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum  

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum 

 Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam 

menerapkan peraturan-peraturan hukum tertentu dengan memberikan punishment 

kepada pelaku tindak kejahatan yang bertujuan untuk menjamin pertaatan 

terhadap peraturan-peraturan tersebut. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa 

penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.
5
 

 Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut 

disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya.
6
 Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris adalah 

                                                             
4
 Soerjono Soekanto,2006.  Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada), halalaman. 212-213 

 
5
 Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung,, halaman 24 

 
6
 Andi Hamzah, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 15 
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law enforcement, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtshandhaving.
7
 

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya 

yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam 

rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.
8
 

 Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan 

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang 

mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan social kontrol 

kedamaian pergaulan hidup.
9
 Menurut Muladi, politik hukum pidana (kebijakan 

hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam 

penegakan hukum pidana yang rasional. 

 2.2.2. Unsur-unsur Penegakan Hukum 

 Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas, 

yaitu :  

1. Adanya kegiatan yang dilakukan secara sengaja Tanpa adanya usaha 

yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai 

cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai 

sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan 

suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. 

Dalam konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan 

                                                             
 

7
 Ibid, halaman 48 

 
8
 Jimly Asshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, 

Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 93 

 
9
 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta, halaman. 4 
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unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum 

(orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, 

proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal 

institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau 

diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan 

keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari 

masyarakat sampai ke masyarakat. 

2. Sebagai upaya menyerasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku 

masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk menyerasikan 

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. 

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan 

penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tanmpak lebih konkrit. Didalam 

penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya 

adalah perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai 

ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, 

sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan 

nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi 

dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin 

berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. 

3. Untuk menciptakan, memilihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan 

bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang 
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seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.
10

 

 Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam 

pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum 

bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar 

tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu 

keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara 

keterikatan dengan kebebasan.   

 Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional 

secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara 

holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, 

aman dan tenteram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi 

penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara 

kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. 
11

 

  Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: 

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit) 

 Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

                                                             
10

 Ibid 

 
11

 Ibid, halaman 62 
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memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan 

lebih tertib.  

2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit)  

 Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum 

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan 

sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan 

atau penegak hukum. 

3. Keadilan (gerechtigkeit) 

 Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat  

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya 

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

 

 2.2.3. Tahapan Penegakan Hukum  

 Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka 

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahap, yaitu:   

a. Tahap legislatif/formulatf, yaitu tahap penegakan hukum in 

abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut 

dengan tahap legislatif. 

b. Tahap yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap 

pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif. 
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c. Tahap eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana 

secara konkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan 

tahap kebijakan eksekutif atau administratif.
12

 

 2.2.4. Faktor Penghambat Penegakan Hukum  

 Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang menjadi 

penghambat upaya penegakan hukum sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan). 

b. Faktor penegakan hukum.  

c. Faktor sarana atau fasilitas.  

d. Faktor masyarakat.  

e. Faktor Kebudayaan.
13

 

 Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada 

efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan 

hukum sebaiknya harus diperhatikan kalau dalam menegakkan hukum hanya 

diperhatikan kepastian hukum saja maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. 

 Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka 

kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Seseorang 

tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan 

akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila 

                                                             
 

12
 Muladi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

halaman 173. 
 

13
 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta, halaman 4 
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terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati 

peraturan hukum.  

 Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau 

dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara 

ketat Lex dura sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang 

demikianlah bunyinya). Undang-undang itu tidak sempurna. Undang-undang itu 

memang tidak mugkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. 

Undang-undang itu ada kalanya tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu 

tidak jelas. Undang-undang harus dilaksanakan meskipun tidak lengkap atau tidak 

jelas. Hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang dalam hal 

terjadi pelanggaran undang-undang. Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya. 
14

  

 Asas penegakan hukum yang tepat, sederhana dan berbiaya ringan hingga 

saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. 

Sejalan dengan itu pula, masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak 

hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga 

bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 

                                                             
 

14
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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 Contohnya yaitu mempengaruhi aparatur hukum secara negatif dan 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang 

bersangkutan, yang ditujukan pada diri pribadi, keluarga anak/kelompoknya.
15

  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara 

baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum tentu banyak 

sekali. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan 

hukum, selain itu tentu masih banyak ditemui hambatan/kendala-kendala yang 

merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut. 

 Pada akhirnya, penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh 

penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada 

kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak 

hukum. 

2.3 Tinjauan Umum Narkotika 

2.31. Pengertian Narkotika 

 Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau 

narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari 

Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-

apa.
16

 Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat 

yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada 

                                                             
 

15
 Soerjono Soekanto, 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka 

Cipta, Jakarta, (selanjutnya disingkat soerjono soekanto II) halaman 1 
16

 Hari Sasangka, (2003). Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk 

Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, halaman. 35  
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tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, 

merangsang dan menimbulkan halusinasi.
17

 

 Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat 

yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa 

mengantuk dan merangsang.
18

 Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, 

pengertian narkotika adalah sebagai berikut :  

a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika 

adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) 

akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut 

berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau 

halusinasi.
19

  

b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem 

saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai 

hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan 

ketergantungan (ketagihan).
20 

c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat 

sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari 

morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam 

                                                             
17

.Soedjono, D, (1977). Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut 

Soedjono, D I), halaman 3 
18

 Anton M. Moelyono, (1988). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, halaman. 

609 
19

 Ibid 
20

 Soedjono D, (1977). Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, 

Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), halaman 5  
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perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah 

dihydo morfhine.
21 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

undangundang tersebut.  

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat 

disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, 

mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi 

dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan 

dengan keputusan menteri kesehatan. 

2.3.2 Jenis-jenis Narkotika 

 Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa 

memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut 

UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan 

pada risiko ketergantungan. 

a. Narkotika Golongan 1 

                                                             
21

 15 Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, 

Bandung, halaman 122. 
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 Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka 

sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan 

efek kecanduan. 

b. Narkotika Golongan 2 

 Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk 

pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini 

kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, 

Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi 

menimbulkan ketergantungan. 

c. Narkotika Golongan 3 

 Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko 

ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk 

pengobatan serta terapi. 

 Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang 

bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. 

Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di 

antaranya adalah: 

1. Narkotika Jenis Sintetis 

 Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. 

Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan 

juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti 

Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya. 

2. Narkotika Jenis Semi Sintetis 
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 Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang 

kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. 

Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain. 

3. Narkotika Jenis Alami 

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan 

langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang 

masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya 

narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan 

jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. 

2.3.3. Tindak Pidana Narkotika 

 Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan 

pelanggaran yang mengancam keselamatan,baik fisik maupun jiwa si pemakai dan 

juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial,maka dengan pendekatan 

teoritis,penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik 

materil,sedangkan perbuatannya untuk di tuntut pertanggungjawaban 

pelaku,merupakan delik formil.
22

 

 Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP 

hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, 

penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum 

pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya 

                                                             
22

 5Mardani, 2008. Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan 
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hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal 

(perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.
23

 

 Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana 

narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang 

narkotika.Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalamUndang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
24

 

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang 

yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman, Pasal 112; 

b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 

Pasal 113; 

c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114; 

d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 

115; 
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e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116; 

f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, 

Pasal 117; 

g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 

Pasal 118; 

h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119; 

i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 

20; 

j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121; 

k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

Narkotika Golongan III, Pasal 122; 
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l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 

Pasal 123; 

m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124; 

n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 

125; 

o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 

Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126; 

p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri 

sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup 

umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja 

tidak melapor,Pasal 128; 

q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 

Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan 

Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, 
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mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk 

pembuatan Narkotika Pasal 129; 

r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 

pidana Narkotika Pasal 130; 

s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131; 

t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan 

tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 

melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika 

Pasal 133; 

u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 

melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja 

tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134. 

2.3.3  Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan 

 Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. 

Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin 

meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami 

kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. 

 Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan 

pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. 

Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah: 
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1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan 

keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan 

cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul 

halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. 

Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan 

kerusakan pada otak. 

2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami 

oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis 

berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang 

berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung 

lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan 

mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. 

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-

obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat 

tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa 

kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya 

kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering 

bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup 

berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali 

lingkungan sekitar. 

4. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai 

menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang 

dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain 
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bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat 

menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika 

sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. 

5. Gangguan Kualitas Hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak 

buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa 

mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat 

bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan 

pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat 

narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan 

pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, 

obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. 

Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga 

kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah 

menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang 

berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan 

kesehatan. 

2.4 Tinjauan Tentang Bhabinkamtibmas 

2.4.1 Pengertian  Bhabinkamtibmas 

 Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat. Hal tersebut terdapat di dalam Keputusan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.Kep 8/II/2009 tentang perubahan 

buku petunjuk lapangan Kapolri No.pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang 

sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi 



29 
 

 
 

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) yang sekarang dari tingkat 

kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur (Bhabinkamtibmas,URL).  

 Hal tersebut tidak hanya melalui juklak saja. Peraturan Kapolri Nomor 3 

Tahun 2015 dalam beberapa pasal juga ada yang mengatur tentang fungsi diatur 

dalam pasal 26, tugas pokok diatur pada pasal 27, dan wewenang diatur dalam 

pasal 28. 

 Sejalan bergulirnya era reformasi yang meliputi seluruh daerah di 

Indonesia maupun instansi, fungsi-fungsi yang ada termasuk pula POLRI, maka 

POLRI berupaya membangun kembali jati dirinya agar menjadikan POLRI 

sebagai sosok yang memegang tanggung jawab sebagai penegak hukum, 

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. 

 Peranan kepolisian kelihatan lebih besar dibandingkan dengan komponen 

lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana 

secara keseluruhan. (Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002) Pada awalnya 

polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan anggota 

masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap 

kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku 

kriminal dari masyarakat.  
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 Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat 

memberikan efek pematuhan.
25

 Ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni 

seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, 

mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di 

segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat Tugas, peran 

dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu.  

 Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Fungsi dan Tugas 

Pokok Kepolisian (Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi :  

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,  

2. Penegak hukum, 

3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

4. Terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia. 

  Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program 

Community Policing (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan 

Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat 

melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi 

dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat 

(Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap 

No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.  
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 Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) 

adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan 

petugas Polmas di desa/kelurahan. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan 

Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan 

polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap 

hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat 

memahami tugas pokok dan peran polisi.  

 Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi 

berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada 

akhirnya mau dan mampu bersamasama dengan polisi mencegah dan sekaligus 

memberantas kejahatan. Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri 

dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan 

programprogram yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa 

(Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan 

lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan 

pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

 Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak 

pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa. Sejalan dengan proses reformasi yang 

telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis 

membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini 

sedang melaksakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat 
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menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara 

merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan 

konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat 

dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan 

masalah- masalah sosial.  

 Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) 

merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus 

diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang 

harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen 

Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, 

bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang 

ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar 

warga. 

2.4.2  Fungsi Bhabinkamtibmas 

 Tugas Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri 

Nomor 3 Tahun 2015. Sementara fungsi Bhabinkamtibmas juga telah diatur 

dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor  3 Tahun 2015. Berikut ini penjelasan 

tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas. 

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:  

a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: 

mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan 

Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, 

memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan. 
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b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk 

meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung 

tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). 

c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang 

berkaitan kedalam kehidupan masyarakat seperti Pemeliharaan 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas). 

d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan 

dan kegiatan masyarakat. 

e. Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat 

yang memerlukan. 

f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. 

g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat 

desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.  

h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan motivasi 

kepada masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Harkamtibmas) dan pemecahan masalah kejahatan dan 

sosial. 

 

 

 

2.4.3 Tugas Pokok Bhabinkamtibmas 
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 Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, 

deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau 

kelurahan.  

 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah 

penugasannya. 

b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah. 

c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat. 

d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana. 

e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, 

korban kejahatan, dan pelanggaran. 

f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam 

dan wabah penyakit. 

g. Memberikan segala bimbingan dan petunjuk yang menyeluruh 

kepada masyarakat atau komunitas yang membutuhkan mengenai 

kaitannya dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.  

2.4.4 Wewenang Bhabinkamtibmas 

  Seperti dijelaskan sebelumnya tentang Bhabinkamtibmas singkatan 

dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 

Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai 

kelurahan mengembang tugas dan fungsi dengan bermitra bersama masyarakat. 
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  Untuk itu, Bhabinkamtibmas tentunya memiliki wewenang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang Bhabinkamtibmas termuat dalam 

Pasal 28 Perkapolri Nomor. 3 Tahun 2015, berikut rinciannya: 

 Dalam  melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki 

wewenang sebagai berikut:  

a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas. 

b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut 

kesepakatan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dalam 

memelihara keamanan lingkungan. 

c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan 

pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP). 

d. Mengawasi segala aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat 

menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan 

bangsa 

 


